PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Padang)

SKRIPSI

Digjukan Guna Memenuhi Persyaraian
Untuk Mempercleh Gelar Sarfana Hukum

Dleh :

SRI WAHYUNI
BF. 03 140 140

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV}

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

No. Reg : 261% PK IV/ 07/ 2008



PERLINIMINGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANI PIDANA
PEMNJARA DM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
{Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang)
(Sri wahyuni, 03140140, Fakultas Hukum Unand, 62 Halaman, 2004}

ABSTRAK

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang Kesemuanya
herilu kompleks dan membentuk sustu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat
diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak- anak bangsa ini. Sehingga tidak
sedikit anak- anak vang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Undang- undang Momar 23
Tahun 2002, anak vang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang
berhadapan dengan hukuem. Bagi vang dijawhi pidana penjara akan ditempatkan di
Lembaga Pemasyarakatan Anak, sehagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang- undang No.
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun bagi wnak vang dijatuhi pidana penjara
oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
11 A Padang vang sebenamya diperuntukkan bagi narapidana dan tahanan dewasa. Anak-
anak tersebut rentan mengalami tindak kekerasan, karena berada & luar lingkungan
keluarga (herada pada lingkup otoritas institusi negara), sehingga membutuhkan proteksi
iperlindungan), Permasalahan dalam penelitian ini adalah @ 1) Bagaimana pelaksanaan
pidana penjara terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [
A Padanp, dan 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak vang
menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan
masalah dengan melihat pada norma hukum dan dikaitkan dengan kenvatpan di lapangan.
Metode penentuan sampel vang digunakan vaitn metode purposive sampling. Teknik
pengumpulan data melalui studi dokemen, wawancara, dan  pengamatan, dengan
pengolahan dan analisis data vang bersifat keantitatif dan kwalitatif, vaitu dengan
menguraikan data yang didapatkan berdasarkan fakta yang ada dan uraian kalimal secara
deskriptii’ dan paratif. Hasil pepelitian memperlibatkan bahwa: 1) Pelaksanaan pidana
penjara terhadap ansk pidana di Lembapa Pemasyvarakatan Kelas 1T A Padang adalah
denpan menempatkan mercka dalam sel khusus, namun masth ada beberapa narapidana
dewasa vang bergabung bersama mercka. 2) Perlindungan Hukum vang diberikan terhadap
anak vang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1T A Padang belum
lerlaksana dengan baik. karena terkendala dana, sarana dan prasarana. serta kurangnyi
tenaga profesional dan kompeten dalam menangani anak- anak bermasalah ini. selain i
jupa belum ada peraturan khusus vang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap
anak vang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan vang sama dengan orang
dewasa. Untuk perbaikan ke depan maka perlu dilakukan : 1) Bagi anak yang memjalani
pidane penjara di Lembaga Pemasvarakalan vang sama dengan orang dewasa, hendaknya
tidak digabungkan dengan narapidana dewasa, karena akan memberikan pengaruh buruk
pada anak. 2} Diperlukan suatu peratoran (regulasi) khusus yang mengatur tenlang
perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana hilang  kemerdekaan di
[emhaga Pemasvarakalan, terutama bagi vang dipabungkan dengan narapidana dewasa.
Selain it perlu ditinskatkan kerjasama dengan lembaga terkait dalam melaksanakan
rembinzan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pemidanaan.



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJALANL PIDANA
PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang)

4. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya dan llmu Pengetabuan dan Teknologi (IFTER),
serilaku manusia i dalam hidup bermasyarakat dan hernegara justru semakin kompleks
“an bahkan mubtikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya
ada perilaku yang dapat dikategorikan sesual dengan norma dan ada perilaku yang tidak
ce<uai tengan norma. Perilaku yanp tidak sesual denpan norma! penyelewengan terhadap
norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan
masvarakat, Penyelewengan vang demikian biasanya olch masyarakat dicap sebagai suatu
pelangparin, bahkan schagai suatu l-;-.:jzlh:uau_'

Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan sclalu dihadapi oleh
satiap manusia, masyarakat, dan Negara. Kenyataan telah membukiikan balvwa kejahatan
nanva dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit diberantas seeara tuntas, Antisipasi atas
kefahatan lersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana)
secara efektif melalui penegakan hukum {faw ﬂ:;fbr.:,-emmzn.l Sescorang vang melanggar
hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparatur penegak hukuemnya.
Sehagal schuah instrumen penpawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada
<anksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak
milik mereka.

Melalui instrumen penegakan hukum divpayakan perilaku yang melanggar hukum

dimanggulangi secara preventit maupun represif. Mengajukan ke sidang pengadilan untuk

Bambang Waluye, 2004, Pidana den Pemidanaan, Jakurta: Sioar Grafik, hal, |
“fhid halo2



celanjutnva dijatubkan pidana bagi yang terbukii melakukan tindak pidana meropakan
imava represif. Penjatuhan pidana bukan semata- mata sebagai pembalasan dendam. Yang
~aling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Penpayoman sekaligus
vepada masvarakat dan juga si terpidana sendiri supava insaf dan dapal menjadi angpota
masvarakal yang buik.”

indonesia dengan berbagai macam permasalahan vang ada, vang kesemuanya begitu
vompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan,
sehinggn metyisakan cerita tragis tentang nasib anak- anak bangsa ini, Karcna berbagai
tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yvang melanggar norma hukum vang
Ridup dalam masyarakat. Anak vang kurang atau tidak mendapat perbutian secara Nisik,
mental maupun sosial sering berperilaky dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya.
weluargn, dan masyarakat. Schingga tidak sedikit anak- anak yang menjadi pelaku tindak
prdana.

Anak- anak yang melangpar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan
sindak pidana dikatakan sebapgai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhkan
Sukuman atau sanksi berupa tindukan atau pidana apabila terbukti melanggar peritndang-
mdangan hukum pidana, seperti vang diamanatkan Lindang- Undang Nomor 3 Tahun 1997
remtang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 22 Undang-undang ini ditegaskan hahwa terhadap
anak nakal dapat dijanhi pidana dap tindakan. Dalam hal ini. ada diantara pidana dan
sindakan tersebut yang memungkinkan anak nakal.- yang sctelah dijatehi pidana disebut
dengan anak pidana-, uniuk ditempatkan di Lembaga Pemasvarakatan, yaitu pidana
senjara. kurungan, dan lindakan menveralikan kepada nepara untuk mengikut! pendidikan,

~embingan. dan latihan kerja.

Sambang Waluys, Loc ol



BAB IV

PENLTUP

A, Kesimpulan

Dhari penelitian vang telah penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [T A

Pudang, berkenaan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Ansk Yang Menjaiani

Pemidanaan di Lembaga Pemasvarakatan Kelas 1 A Padang”, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa

1.

Pelaksanaan Pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas IT A
Padang adalah dengan menempatkan mereka dalam sel khusus, Namun masib
berbaur dengan beberapa narapidana yang tergelong dewasa, karena Lembaga
Pemasvarakatan ini sudah melebibi kapasitas  yang seharusnya. Sehingga
kemungkinan bagi anak- anak im untuk dapat terpengaruh oleh hal- hal vang
lebih  buruk juga lebih  besar, setelah mereka meninggalkan  Lembaga
Pemasyarakatan.

Perlindungan Hukum vang diberikan terhadap anak yang menjalani pemidanaan
di Lembaga Pemasvarakatan Kelas I A Padang belum berjalan maksimal dan
efekiif, Ini dikarenakan beberapa faktor. vaitu @ minimnya sarana dan prasarana,
Misalnya kuranpnya sel untuk anak- anak, dan juga prasarapa lain seperti televisi,
sehingea anak- anak harus berpabung dengan narapidana dewasa jika ingin
menonton televisi. Selain ilu, Gdak dapat diterapkannya tahap- tahap pembinaan
vang sesiai denpan tabapan pembinaan narapidana yang seharusnya. Hal
disebabkan singkatnya masa pidana vang dijalani apak- anak & lLembapa
Pemasyvarakatan Kelas [ A Padang i, Kurangnya tenaga ahl vang berkompeten

dalam menangani masalah anak- anak, juga menjadl kendala tersendin bag
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pembinaan anak pudana, sehingpa anak- anak vang menjalani pidana ini tidak hisa
dibina dan dididik secara serius. Ddan vang lebth adalah belum tersedianva
peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap ansk vang
menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, terutama bagi mereka vang tidak

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

B. Saran

Saran- saran yang dapat penulis kemukakan pada penulisan skripsi vang berjudul

“Perlindungan Hukuem  Terbadap Anak Yang Menjalam  Permidanaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 11 A Padang™ adalah:

I

|2
H

Bagi anak vang menjalani pidana penjara di Lembapa Pemasvarakatan vang sama
dengan orang dewasa, hendaknya tidak digabungkan dengan narapidana dewasa.
karena akan memberikan pengaruh burek pada anak.

Dalam memberikan perlindunpan terhadap anak- anak vang menjalani pidana
hilang kemerdekaan ind seharusnyva menjadi perbatian serius pemerintah dan perlu
diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan khusus agar lebih jelas dan
terperinet. Misalnva, untuk anak- anak dapal dirancang sebush konsep pembinaan
vang sesuai dengan karakteristik dan kebutuban mercka sebagal scorang anzk.
Jadi mereka mempunyai pola pembinaan yvang berbeda dengan narapiana dewasa.
Tenlu saja dalam menyusun program ini harus melibatkan pihak- pihak yang
berkompeten dalam permasalaban anak, séperti misalnya para psikelog, pendidik,
maupun ormas, L5M, dan perorangan vang mempunyai minat dan deikasi tinggi
dalam masalah perlindungan anak. Sementara it untuk Lembaga Pemasvarakatan
sendirt hendaknya dapat mengadakan Kerjasama yang lebih efektif dengan
lembaga terkail, masalnya dinas pendidikan maupun lembaga pendidikan lainnya

dalam pelaksanaan pendidikan maupun hak- hak anak pidapa lainnya,

02



T e T i

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKL
Adiomi Chagawi. 2002, Pelajoran Hukum Pidana Bagian [ iStelvel Pidana, Tindak
Pidana, Teori- Teori Pemidanaan, & Batay Herfakumya Mk Pidana), Jakarta @

PT Raja Grafimdo Persada

Ade Saptomo, 2007, Pokek- Pokek Metodologi Penelitian Hukwm, Surabava ; Unesa
University Press

Amiraddin, dan Zainal Asikin, 2004, Pereantar Metode Penelitian lukum, Jakara ; PT
Raja Grafindo Persada

Rambang Waluyo, 2004, Pidina den Pepsidanaan, Jakarta; Smar Giralika,

Chairul Huda, 2006, Darl Tiade Pidana Tanpa Kesalohan Memyn Kepada Tieda
Pertamzrmngiowahan Pidana Tonpe Kesalaban, Jakarta: Kencana Prenada Media

¢ 1 Harsono Hs, 1995, Sistem Barn Pentbinaan Narapidann, Jakara 1 Djambatan
Carwan Prinst. 2003, Fukue Anak Indoresia, Bandung : P1. Citra Aditya Bakti,

Dhisman Samosir, 1992, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan of Tndonesia,
Bandung: Binacipta

Drwidin Privatno, 2006, Sisrem Peloksanoan Pidang Penfora i Indonesia, Bandung:
Relka Aditama

Elwi Danil. 2002, Diktat Hukwm Penttensier, Padang : Fakultas Hukum Universitas
Andalas

1.8 Poerwadarminta. 1991, Kamus Usim Bohasa fndomesia, Jakarta: Balan Pustaka

Kartini Kartono, 2006, Patolosi Sastal 11 0 Kenakalan Remafa. Jakarta @ Raja Gratmdo
Persada

Lilik Mubvadi, 2005, Pergaelilan Anak df Indonesia, Teori, Prakiis; cerrt Permesalaiani)a,
HBanduny : Mandar Maju

MNeng Sarmida, Arya Zumetti, Nilma Sueryani, 2002, Dk Hukwm Pidong, Padang:
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas

Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak di ndoresia, Bandung: Mandar Maju

Wagiati Sutedjo, 2006, Hubum Pidana Anak, Bandung: PT, Refika Aditama



